BAB I11
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan
melalui hasil studi kepustakaan pada uraian di atas, maka disimpulkan bahwa
atas rumusan masalah tersebut, jawaban yang diperoleh adalah bahwa
ketentuan dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung, khususnya penahanan yang
telah dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP.
Ketentuan dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung bersifat sebagai pelengkap
bagi ketentuan KUHAP dalam memberikan akomodasi yang layak bagi
tersangka/terdakwa penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
Pemberian akomodasi yang layak dalam Draf Pedoman Kejaksaan Agung
bagian penahanan memuat beberapa hal utama, yaitu penilaian personal,
pemberian penerjemah bahasa isyarat atau pendamping disabilitas atau
penasihat hukum, pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang
disabilitas di rutan, serta menambahkan ketentuan mengenai pembantaran.
Hasil dari penilaian personal tersebut juga harus memetakan secara
komprehensif kondisi kedisabilitasan seseorang untuk dapat atau tidaknya

dilakukan penahanan.
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B. Saran

1. Pemerintah dan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia)
perlu untuk mendukung dan mempercepat adanya revisi dalam pedoman
hukum acara di Indonesia untuk mencapai proses peradilan yang aksesibel
dan memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas,
misalnya dengan mempercepat revisi KUHAP untuk menjamin serta
mengakomodir hak-hak para penyandang disabilitas yang telah dituangkan
dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum, yang berhubungan langsung dengan proses
peradilan (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah
Agung) hendaknya membuat ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas
berhadapan dengan hukum agar hak-hak para penyandang disabilitas dalam
proses peradilan dapat terpenuhi. Ketentuan khusus tersebut dapat berupa
peraturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
digunakan dalam proses peradilan agar tercipta lingkungan peradilan yang
adil bagi semua pihak. Dalam jalannya proses peradilan pun, penilaian
personal juga diperlukan untuk memetakan kebutuhan penyandang

disabilitas layak atau tidaknya untuk dilakukan penahanan.
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